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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Bersandar kepada seluruh penjelasan dan uraian yang telah di uraikan maka 

dapat ditarik Simpulan bahwa : 

1. Wewenang Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru pada upaya 

dalam menegakkan hukum atas Warga Negara Asing yang melakukan 

penyalahgunaan izin tinggal di Kota Pekanbaru yaitu : 

a. Wewenang mengawasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 Pasal 66 Ayat (2) huruf b tentang Keimigrasian, 

pengawasan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia 

dan juga pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas yang 

dilakukan oleh orang asing di Wilayah Indonesia.  

b. Wewenang sejalan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian 

Pasal 4. Dalam hal penegakan hukum ada beberapa tindakan yang 

dilakukan meliputi tindakan administratif, proses hukum tindak 

pidana, karantina imigrasi dan pengawasan orang asing. 

2. Sejumlah kendala - kendala yang di hadapi kepala Kantor Imigrasi Kota 

Pekanbaru hadapi untuk menanggulangi tindakan yang 

menyalahgunakan izin tinggal bagi warga negara asing di Kota 

Pekanbaru adalah : 

a. Kendala faktor internal  
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Keterbatasan  SDM, Masih  rendahnya  keahlian/ketelitian petugas 

keimigrasian.  

b. Sedangkan kendala dari faktor eksternal yaitu tingkat kesadaran 

masyarakat rendah dalam memberikan laporan terhadap keberadaan 

orang asing yang tinggal secara ilegal atau mencurigakan di 

wilayahnya. 

3. Upaya - upaya yang dilakukan oleh Kepala  Kantor Imigrasi Kota 

Pekanbaru untuk mengatasi penyalahgunaan izin tinggal bagi warga 

negara asing di Kota Pekanbaru adalah: 

a. Warga Negara Asing yang melebihi izin tinggal dibawa ke Kantor 

Imigrasi, status warga negara asing tersebut menjadi Deteni setelah 

mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi 

b. Warga Negara Asing tersebut diperiksa oleh Pejabat Imigrasi yang 

dituangkan dalam BAP 

c. Dikenakan Biaya Beban bagi Warga Negara Asing yang melebihi izin 

tinggal (Overstay) 

d. Bagi Orang Asing Yang tidak melakukan pembayaran terhadap biaya 

beban tentunya diberlakukan Tindakan Administratif Keimigrasian 

yakni Deportasi dan penangkalan, dan yang terakhir Atas Keputusan 

Kepala Kantor  

e. Warga Negara Asing Tersebut dikawal oleh Pejabat Imigrasi sampai 

tempat keberangkatannya untuk di deportasi ke Negara asalnya. 

 

 



63 

 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

B. Saran  

1. Agar melakukan peningkatan terhadap pengawasan atas keberadaan dan 

aktivitas yang dijalankan oleh orang asing, melakukan peningkatan 

terhadap koordinasi antar instansi yang bersangkutan khususnya 

kepolisian, melakukan peningkatan terhadap sarana dalam penunjang 

sistem operasional.  

2. Agar lebih diefektifkan Tindakan projustisia untuk menegakkan hukum 

atas tindak pidana dalam menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian 

sehingga mengakibatkan timbulnya efek jera terhadap pelaku dan orang 

asing lainnya agar tidak berbuat suatu hal yang serupa.  

3. Agar masyarakat berkeinginan untuk menjalin kerja sama terhadap 

petugas Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru melalui pengaduan, jika 

terdapat adanya aktivitas yang dijalankan oleh Warga Negara Asing yang 

dianggap melangar Norma di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia  
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